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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Mmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Mimika  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu  dalam  tingkat  pertama,  dalam  sidang  hakim  tunggal,  yang

dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara

Cerai Talak antara:

Afandi Dico bin Zamaruddin Dico, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, umur

27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Freeport

Indonesia,  pendidikan  SLTA,  tempat  kediaman  di  Jalan

Srikaya Sp.2, RT. 022 / RW. 000, Kelurahan xxxxxx xxxx,

xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, dalam hal

ini  meggunakan  domisili  elektronik  dengan  email  :

afandidico1224@gmail.com,sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat  dan  tanggal  lahir  Etlo,  15  Juli  1997,  agama  Islam,

pekerjaan  xxx  xxxxx  xxxxxx,  pendidikan  SLTP,  tempat

kediaman di  xxxxx xxxx xxxxxxxxx,  RT.  001 /  RW. 002,

xxxx  xxxxxxxx  xxxx,  xxxxxxxxx  xxxxxxxx,  xxxxxxxxx

xxxxxxxx  xxxxx,  xxxxxxxx  xxxxxxxx  xxxxx,  sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon; 

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25

Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika pada hari

itu juga dengan register perkara Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Mmk, mengemukakan

hal-hal sebagai berikut:
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1. Bahwa  pada  tanggal  16  Agustus  2016,  Pemohon  dan  Termohon  telah

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada

Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

Provinsi  Sulawesi  Uatra  sebagaimana  sesuai  dengan  Kutipan  Akta  Nikah

Nomor : 45/05/VIII/2016, tertanggal 16 Agustus 2016;  

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah

orang tua Termohon selama 6 Tahun dan telah di karuniai seorang anak yang

bernama  Savia  Dico  binti  Afandi  Dico,  Jenis  Kelamin  Perempuan,  lahir  di

xxxxxxxx, 11 Desember 2016, saat ini dalam Pengasuhan Termohon;  

3.  Bahwa sejak awal bulan Februari 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dan

Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena : 

    - Sejak Termohon diketahui selingkuh / menjalin hubungan asmara dengan

Pria  lain  yang  bernama  Aipong  dan  telah  dikaruniai  1  orang  anak,

Pemohon  mendapat  informasi  bahwa  Termohon  telah  memiliki  kekasih

baru  dari  tetangga,  keluarga  Termohon  dan  Melihat  di  handphone

Termohon; 

- Bahwa  Termohon  berani  melakukan  tindakan  kekerasan  dalam  rumah

tangga yaitu menganiyaya Pemohon dengan cara kekerasan fisik dengan

memukul  badan  Pemohon  dan  penyebab  Termohon  melakukan

penganiayaan tersebut adalah untuk menutupi perselingkuhannya;  

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan bulan

Februari  2020  Pemohon dan  Termohon  pisah  rumah,  Termohon  pergi  dari

rumah  kediaman  tanpa  ijin  dari  Pemohon  sebagai  suami   derngan  alasan

untuk bekerja dan sampai saat ini sudah 3 Tahun tidak pernah kembali dan

menghubungi Pemohon; 

5.  Bahwa  pihak  keluarga  telah  berusaha  memberi  nasehat,  akan  tetapi  tidak

berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon

sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah

tangga.

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk

mengajukan  Permohonan  ini  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  19

Peraturan  Pemerintah  No.  9  Tahun  1975,  dan  untuk  itu  Pemohon  mohon

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mimika kiranya berkenan menerima

dan memeriksa perkara ini; 
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7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; 

Bahwa  berdasarkan  alasan-alasan  tersebut  di  atas,  Pemohon  mohon

kepada  Bapak  Ketua  Pengadilan  Agama  Mimika cq.  Hakim yang  memeriksa

perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : 

 Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;  

2.  Memberikan izin kepada Pemohon (Afandi Dico bin Zamarudin Dico) untuk

menjatuhkan  talak  satu  raj'i  terhadap  Termohon  (TERMOHON)  di  depan

sidang  Pengadilan  Agama Mimika  setelah  putusan  ini  berkekuatan  hukum

tetap;  

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider: 

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

(ex aequo et bono); 

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon

datang  menghadap  sendiri  di  persidangan,  sedangkan  Termohon  tidak  pernah

datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut  disebabkan oleh suatu halangan

yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena

Termohon tidak pernah hadir di persidangan; 

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup

untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang

isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir

di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat

didengarkan;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  permohonannya,  Pemohon

mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat.

1. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  Nomor  9109012412960005,  Atas

Nama  Afandi  Dico (Pemohon)  tertanggal  20  Januari  2022,  yang

dikeluarkan  oleh  Kepala  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil
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xxxxxxxxx  xxxxxx.  Bukt  surat  tersebut  telah  diberi  materai  cukup,  di-

nazegelen Kantor Pos dan telah sesuai dengan aslinya, kode P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 45/05/VIII/2016, Tertanggal 16

Agustus  2016,  yang  dikeluarkan  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor

Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx,  xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,  xxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxx, Bukt surat tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegelen

Kantor Pos dan telah sesuai dengan aslinya, kode P.2;

B. Saksi.

1. Liana,  S.Pr.  Keb  binti  Udin  Gane,  umur  27  tahun,  agama  Islam,

pendidikan  S1,  pekerjaan  xxxxx,  bertempat  tinggal  di  KABUPATEN

MIMIKA,, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya

sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena  berteman

dengan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa setelah akad nikah,  Pemohon dan Termohon hidup bersama

sebagai  suami  istri  dengan bertempat  tinggal  di  orangtua Termohon

selama 6 Tahun;

- Bahwa  Pemohon  dan  Termohon telah  hidup  rukun  sebagaimana

layakanya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa  saksi  mengetahui  keadaan  rumah  tangga  Pemohon  dengan

Termohon dulunya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2020

kehidupan  rumah  tangga  antara  Pemohon  dengan  Termohon  mulai

tidak harmonis; 

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena

Termohon ada hubungan dengan pria lain dan Termohon suka berlaku

kasar kepada Pemohon;

- Bahwa saksi  mengetahui  hal  tersebut  karena mendengar cerita  dari

keluarga  Termohon  yang  bernama  kakak  Ola  dan  Termohon  juga

mengakui hal tersebut; 

- Bahwa saksi mengetahui  Pemohon dan Termohon sudah berpisah

tempat  tinggal  sejak  tahun  2021  sampai  sekarang  dan  sudah  tidak

saling memperdulikan lagi;
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- Bahwa  keluarga  telah  menasihati  Pemohon  agar  bersabar

menunggu Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI  2,  umur  23  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,  pekerjaan

xxxxxx,  bertempat  tinggal  di  ALAMAT  PIHAK,  di  bawah  sumpah,

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi  mengenal  Pemohon dan Termohon karena  saudara

kandung dengan Pemohon;

- Bahwa setelah akad nikah,  Pemohon dan Termohon hidup bersama

sebagai  suami  istri  dengan bertempat  tinggal  di  orangtua Termohon

selama 6 Tahun;

- Bahwa  Pemohon  dan  Termohon telah  hidup  rukun  sebagaimana

layakanya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa  saksi  mengetahui  keadaan  rumah  tangga  Pemohon  dengan

Termohon dulunya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2020

kehidupan  rumah  tangga  antara  Pemohon  dengan  Termohon  mulai

tidak harmonis; 

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena

Termohon ada hubungan dengan pria lain dan Termohon suka berlaku

kasar kepada Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena sering melihat langsung

Termohon dengan laki-laki tersebut dan sering mendengar dan melihat

Termohon berkata kasar kepada Pemohon dengan kata  Anjing dan

Babi ; 

- Bahwa saksi mengetahui  Pemohon dan Termohon sudah berpisah

tempat tinggal sejak bulan Januari 2021 sampai sekarang dan sudah

tidak saling memperdulikan lagi;

- Bahwa  keluarga  telah  menasihati  Pemohon  agar  bersabar

menunggu Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa  atas  keterangan  para  saksi  tersebut,  Pemohon  menyatakan

menerima  dan  membenarkan,  sedangkan  Termohon  tidak  dapat  didengarkan

tanggapannya;

Putusan No.136/Pdt.G/2023/PA.Mmk.,Hal. 5 dari 12 Hal.  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui

sidang elektronik  yang isinya sebagaimana telah  tertuang  dalam berita  acara

sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu

yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang

tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  permohonan  Pemohon adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa  sebagaimana  Surat  Ketua  Mahkamah  Agung

Republik Indonesia Nomor 151/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 18 November 2018

tentang Dispensasi/  Izin  sidang dengan Hakim Tunggal  dan Penetapan Ketua

Pengadilan Agama Mimika Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Mmk tanggal 25 Agustus

2023 tentang Penetapan Majelis Hakim, maka persidangan atas perkara  a quo

dilaksanakan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang,  bahwa  Pemohon  dan  Termohon telah  dipanggil  secara

resmi dan patut, maka Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Pemohon

dan Termohon dinyatakan sah dan telah  sesuai  dengan ketentuan pasal  145

R.Bg dan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. pasal 138

Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019

yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022

tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara

Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang

dilaksanakan  berdasar  Hukum  Islam,  maka  berdasarkan  Pasal  49  ayat  (2)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana

telah  diubah  pertama  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan

perubahan  kedua  dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  beserta

penjelasannya,  maka perkara  a quo menjadi  kewenangan  absolut Pengadilan

Agama; 

Menimbang,  bahwa  di  muka  sidang Hakim  telah  menasihati  Pemohon

agar bersabar dan kembali membina rumah tangga  seperti semula, akan tetapi
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tidak berhasil, oleh karenanya maksud yang dikehendaki oleh pasal 154 ayat (1)

R.Bg jo. pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

sebagaimana telah diubah pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua

dengan  Undang-undang  Nomor  50  Tahun  2009 jo. Pasal  31  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975  jo. pasal  143 Kompilasi  Hukum Islam telah

terpenuhi;

Menimbang,  bahwa  sesuai  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik

Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, mediasi dilakukan apabila kedua belah pihak

hadir di persidangan, dan oleh karena pihak Termohon tidak pernah hadir, maka

Hakim menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Termohon tidak  pernah  hadir  di

persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata

tidak  hadirnya  tersebut  disebabkan  oleh  suatu  halangan  yang  sah,  maka

Termohon  harus  dinyatakan  tidak  hadir,  dan  perkara  ini  dilanjutkan  tanpa

hadirnya Termohopn;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir,

dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan

hukum,  maka  berdasarkan  ketentuan  Pasal  149  Ayat  (1)  R.Bg.,  permohonan

Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang,  bahwa  Termohon tidak  pernah hadir  di  persidangan maka

Hakim berpendapat bahwa Termohon telah mengakui secara tidak langsung dalil-

dalil  permohonan Pemohon dan Termohon tidak ingin membela kepentingannya

dan  gugurlah  haknya  dalam  perkara  ini  sebagaimana  dalil  Fiqhiyyah yang

terdapat  dalam Kitab  Ahkamul  Qur’an, Juz  II,  halaman 405 yang diambil  alih

sebagai pendapat Hakim yang berbunyi : 

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم ل حق له 

       Artinya :Barangsiapa  dipanggil  menghadap  hakim  (untuk  hadir  di

persidangan) lalu orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka

ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam  permohonan

Pemohon adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Februari 2020

kehidupan rumah tangga antara  Pemohon dan  Termohon  mulai tidak harmonis

dengan  adanya  perselisihan  antara  Pemohon dan  Termohon yang  sulit  untuk
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dirukunkan lagi yang disebabkan karena Termohon diketahui selingkuh / menjalin

hubungan asmara dengan Pria lain yang bernama Aipong dan telah dikaruniai 1

orang anak dan Termohon berani melakukan tindakan kekerasan dalam rumah

tangga yaitu menganiaya Pemohon dengan cara kekerasan fisik dengan memukul

badan  Pemohon  dan  penyebab  Termohon  melakukan  penganiayaan  tersebut

adalah untuk menutupi perselingkuhannya serta sejak awal tahun 2021 Pemohon

dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  menyangkut perceraian  dan  untuk

menghindari keterangan palsu, maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil  permohonan  Pemohon,

Pemohon telah mengajukan alat bukti surat kode P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang

saksi;

Menimbang,  bahwa Pemohon telah  mengajukan bukti  tertulis  kode  P.1

dan P.2,  yang  telah  dicocokkan  dan  telah  sesuai  dengan  aslinya  bermeterai

cukup serta dinazegelen,  telah memenuhi syarat formil  dan materil  bukti  surat

berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang  Perubahan

Tarif  Bea  Meterai  dan  Besarnya  Batas  Pengenaan  Harga  Nominal  Yang

Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2

(fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai

akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna

dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan

bahwa maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P.2  tersebut  harus  dinyatakan

terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada

tanggal 16 Agustus 2016, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi

Hukum Islam;

Menimbang, bahwa  Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

Liana, S.Pr,Keb binti  Udin Gane dan  SAKSI 2,  keduanya telah memberikan

keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang,  bahwa 2 (dua) orang saksi  Pemohon, sudah dewasa dan

sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam

Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.; 
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Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta

yang didengar/diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan

oleh  Penggugat,  oleh  karena  itu  keterangan  saksi  tersebut  telah  memenuhi

syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan pasal 308 R.Bg.

sehingga  keterangan  saksi  tersebut  memiliki  kekuatan  pembuktian  dan  dapat

diterima sebagai alat bukti; 

Menimbang,  bahwa  keterangan  2  (dua)  saksi  orang  saksi  Pemohon

bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan

2 (dua) saksi orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang,  bahwa  kedua  saksi  tersebut  adalah  orang  dewasa  yang

memberikan  keterangan  secara  terpisah  di  bawah  sumpah  di  muka  sidang,

keterangan kedua saksi  secara materil  saling bersesuaian satu  sama lain  dan

relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh  Pemohon serta tidak ada

halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut

telah  memenuhi  syarat  formil  dan  materil  sehingga  keterangan  kedua  saksi

tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan

keterangan  para  saksi,  Hakim telah  menemukan  fakta-fakta  hukum  yang

disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;

- Bahwa  Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan di  karuniai  1

(satu) orang anak;

- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

- Bahwa  Pemohon dengan Termohon  telah pisah selama 3 (tiga) tahun dan

sudah tidak saling memperdulikan lagi;

- Bahwa, keluarga telah memberikan nasihat dan setiap persidangan  hakim

menasihati Pemohont agar rukun kembali bersama Termohon, namun tidak

berhasil;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas,  Hakim

berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan

batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal

yang  sudah  berlangsung  sekitar  3  (tiga)  tahun,  dan  tidak  ada  harapan  untuk

kembali  rukun  karena  keduanya  sudah  tidak  saling  mempedulikan  bahkan

Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya
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rumah tangga seperti  itu  sudah tidak dapat  diharapkan untuk merealisir  tujuan

perkawinan  yaitu  membentuk  rumah  tangga  yang  bahagia  dan  kekal,  sesuai

maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan

Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perkawinan,  dan  terwujudnya

keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi

Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak

dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah

rumah tangga diadakan;

 Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk

memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi

rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim

berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan

kemaslahatan,  tapi  justru  hanya akan memberikan penderitaan batin  baik  bagi

Pemohon maupun  Termohon, karena itu perceraian dapat  menjadi  jalan keluar

dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  tersebut  Pemohon  telah  dapat

membuktikan dalil-dalil permohonannya; 

Menimbang,  bahwa  alasan  perceraian  atas  dasar  perselisihan  dan

percekcokan  dapat  diartikan  secara  luas  dengan  melihat  fakta-fakta  yang

menunjukkan  adanya  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut  menyebabkan

perkawinan  pecah,  sehingga  tidak  ada  lagi  harapan  untuk  hidup  rukun  dalam

rumah tangga; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  tersebut  Pemohon  telah  dapat

membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam

yang terkandung dalam kitab suci Al Qur’an sebagai berikut;

Artinya: “Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha

mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang,  bahwa  bukti  tersebut  telah  memenuhi  Pasal  39  ayat  2

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perkawinan  dan  Pasal  19  huruf  (f)  Peraturan

Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  serta  Pasal  116  huruf  (f)  Kompilasi  Hukum

Islam, dimana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak
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ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, karena itu permohonan Pemohon

telah memenuhi alasan hukum; 

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena dalil

permohonan  a quo  Pemohon telah terbukti  dan tidak melawan hukum,  maka

petitum angka 2 permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang,  bahwa  antara  Pemohon  dan  Termohon  telah  berhubungan

sebagaimana layaknya suami  isteri  (ba'da dukhul)  dan belum pernah bercerai,

maka  sesuai  Pasal  118  Kompilasi  Hukum  Islam  talak  yang  dijatuhkan  oleh

Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  menyangkut  bidang

perkawinan, maka sesuai ketentuan  Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun

2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan  pasal-pasal  dari  peraturan  perundang-undangan  yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1.  Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir; 

2. Mengabulkan permohona Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (Afandi Dico bin Zamaruddin Dico) untuk

menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di muka sidang

Pengadilan Agama Mimika; 

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp416.000.00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian  diputusan  dalam  rapat  permusyawarahtan  Hakim Pengadilan  Agama

Mimika pada hari Rabu tanggal 20 September 2023  Masehi  bertepatan dengan

tanggal 4 Rabiul  Awal 1445  Hijriah oleh  H. Mansur KS, S.Ag.,  sebagai  Hakim

Tunggal,  putusan tersebut  diucapkan pada  hari  itu  juga dalam sidang  terbuka

untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Rita Amin, S.H.,  sebagai

Panitera,  dengan  dihadiri  oleh  Penggugat  secara  elektronik  tanpa  hadirnya

Tergugat.

Panitera, Hakim Tunggal,
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 Rita Amin, S.H. H. Mansur KS, S.Ag.,

Perincian biaya :

1. PNBP
a. Pendaftaran Rp 30.000,00
b. Panggilan 

Pertama P

Rp 10.000,00

c. Panggilan 

Pertama T

Rp 10.000,00

d. PBT. T Rp 10.000,00
d. Redaksi Rp 10.000,00

2. Biaya Proses Rp 75.000,00
3. Panggilan

4.  PBT. T 

Rp

Rp

174.000,00

87.000,00
4. Meterai Rp 10.000,00

             Jumlah Rp 416.000,00
                      (empat ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Mimika

Rita Amin, S.H.
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